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Kata Pengantar

Bissmilahirahmanirrahim.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya,
Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah dapat
menyelesaikan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun
2023 ini. Sebagaimana peraturan yang berlaku, dokumen RKPD Tahun 2023 ini tetap
mempedomani Peraturan Kepala Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Tengah,
Dokumen RKP Nasional Tahun 2024, program-program prioritas dan strategis nasional
serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Perubahan RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 dilakukan berdasarkan pada
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Renncana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.
Dengan selesainya penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 ini, kami mengucapkan
terima kasih kepada seluruh pihak, baik unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah, Kepala Perangkat Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya
yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD ini,
semoga Allah SWT membalas kerja keras kita dalam membangun Kabupaten Banggai
Kepulauan.
Terima Kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Terima Kasih.
Kinatauan.

Salakan,  23  Agustus 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

IHSAN BASIR
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1.1. Latar Belakang 

Berdasarkan pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah  Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD dapat 

diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan 

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi: 

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, 

kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan 

kegiatan RKPD Tahun berkenaan; dan/atau 

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya 

harus digunakan untuk tahun berjalan. 

Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam pasal 343 ayat (4) dan (5) Permendagri 

dimaksud, bahwa Perubahan RKPD  dapat  dilakukan  tanpa melalui tahapan evaluasi 

dalam hal  terjadi  kebijakan  nasional,  keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan  perintah  

dari  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi   setelah   RPJMD   ditetapkan.   

Substansi perubahan RKPD dapat meliputi perubahan : 

a. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; 

b. Target sasaran pembangunan Daerah; 

c. Prioritas pembangunan Daerah;   
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d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; 

e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Kepulauan 

Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022, 

disusun dengan menyelaraskan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan 

daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi 

Sulawesi Tengah Tahun 2023, memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 

Republik Indonesia Tahun 2023 serta mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten 

Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah 

(RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023-2026. 

Dalam perkembangannya, pada  pelaksanaan  tahun  berjalan  RKPD Tahun 2023 

sampai dengan Triwulan II (Juni 2023), ditemukan  berbagai kondisi yang mengharuskan 

dilakukannya perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2023 Kabupaten Banggai 

Kepulauan yaitu: 

1. Mengakomodir pergeseran yang dilakukan sebelumnya, yaitu: 

a. Pergeseran 1, terjadi dikarenakan pergeseran anggaran antar rekening belanja 

gaji dan tunjangan. 

b. Pergeseran 2, adalah untuk mengakomodir perubahan belanja Paskibraka dari 

Dinas Pemuda dan Olahraga ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan 

Penambahan Anggaran gaji dan tunjangan untuk Dinas perhubungan terkait 

pengangkatan CPNS 2023 

c. Pergeseran 3, adalah untuk pemenuhan :  

1. Relokasi belanja dalam rangka pemenuhan Dana Alokasi Umum yang 

ditentukan penggunaannya (special grant) khususnya bidang pendidikan, 

pekerjaan umum dan pendanaan kelurahan. 

2. Penyesuaian pendapatan dan belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN-FKTP) dan 

penganggaran SiLPA JKN FKTP Tahun Anggaran 2022 pada Dinas 

Kesehatan. 

3. Keperluan mendesak dengan kriteria pengeluaran daerah lainnya yang 

apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 

pemerintah daerah dan atau masyarakat serta belanja daerah yang bersifat 

mengikat dan belanja yang bersifat wajib 

4. Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar 
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rincian objek beanja; dan  

5. Penyesuaian rencana anggaran kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (RAK-

SKPD) atas belanja gaji dan tunjangan ASN   

2. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan pendanaan sampai 

dengan Triwulan II tahun 2023 yang mengharuskan dilakukannya perubahan 

atas dokumen RKPD Tahun 2023, antara lain              sebagai berikut: 

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka pendanaan APBD 

yang ditetapkan sebelumnya, mencakup: 

1) Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap 

kemampuan fiskal daerah. 

2) Peubahan proyeksi pendapatan daerah. 

3) Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan belanja 

daerah. 

- Adanya kegiatan yang diusulkan untuk ditampung dalam perubahan 

APBD dengan memperhatikan urgensi kegiatan dan sisa waktu 

pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan. 

- Capaian target kinerja program kegiatan yang  harus  dikurangi dalam 

perubahan APBD apabila asumsi pendanaan tidak tercapai. 

- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran 

antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; 

- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya 

harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. 

3. Menampung program dalam rangka mengoptimalkan capaian prioritas daerah  

4. Hasil Audit BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah dan 

ditetapkannya Sisa Lebih Tahun Anggaran 2023 yang bisa digunakan kembali. 

Dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2023 sampai 

dengan bulan Juni Tahun 2023, perlu melakukan perubahan Anggaran dan 

Pendapatan Belanja Daerah  tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

Banggai Kepulauan. Perubahan RKPD Tahun 2023 ini dirasakan sangat penting untuk 

konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian tujuan dan 

sasaran Kabupaten Banggai Kepulauan dengan lebih efisien dan efektif. 

Perubahan RKPD Tahun 2023 ini merupakan pedoman bagi penyusunan 

dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya, yang meliputi Kebijakan Umum 

Perubahan APBD Tahun 2023, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran 
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Sementara Tahun 2023, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Tahun 2023. 

1.2. Landasan Hukum 

Landasan hukum penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten 

Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan 

Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966); 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor   126,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4725); 

7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



 

1 - 5 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil, Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, 

Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Tengah Nomor 6). 
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17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 150, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Tengah Nomor 37). 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1); 

19. Peraturan   Daerah   Kabupaten  Banggai  Kepulauan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 4); 

20. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan 

Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 – 2026; 

1.3. Hubungan Antar Dokumen 

RKPD Perubahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 merupakan 

bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah Provinsi 

Sulawesi Tengah dan perencanaan pembangunan nasional. Agar RKPD Perubahan 

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 selaras dengan kebijakan 

pembangunan nasional, maka dilakukan telaahan terhadap perubahan arah kebijakan 

pembangunan nasional dan arah kebijakan pembangunan provinsi tahun 2023. 

Telaahan tersebut dilakukan untuk mendukung koordinasi antar pelaku 

pembangunan yang harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, 

dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. 

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Dokumen 

RKPD ini telah memenuhi prinsip pendekatan perencanaan pembangunan daerah 

yakni : 

1. Pendekatan holistik-tematik, yakni bahwa perencanaan pembangunan Kabupaten 

Banggai Kepulauan mempertimbangkan keseluruhan unsur/ bagian/ kegiatan 

pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau 

permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam kerangka sistem 

perencanaan pembangunan nasional. 

2. Pendekatan integratif, yakni bahwa perencanaan pembangunan Kabupaten 

Banggai Kepulauan dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan 

kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan 
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pembangunan daerah. 

3. Pendekatan spasial, yakni bahwa perencanaan pembangunan daerah, 

dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. 

Berkenaan dengan hal diatas, penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2023 yang 

juga merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2023–2026, mempedomani Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan serta dokumen perencanaan 

pembangunan lainnya pada tingkat propinsi dan nasional. 

 
Gambar 1.1 

Kedudukan RKPD diantara Dokumen Perencanaan lainnya 

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 

 

1.4 Maksud dan Tujuan 

Perubahan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Banggai Kepulauan dimaksudkan 

sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap adanya dasar legalisasi 

perencanaan pembangunan tahunan daerah yang telah mengakomodir 

perkembangan kondisi pada tahun berjalan. Perubahan RKPD Tahun 2023 Kabupaten 

Banggai Kepulauan sangat penting peranannya untuk memberikan arah dan pedoman 

bagi segenap pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan Kabupaten Banggai 

Kepulauan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam tahapan perubahan di 

tahun 2023. Secara substansi RKPD-P Tahun 2023 memuat materi dasar 

pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pembangunan sampai dengan bulan 

Juni Tahun 2023, dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan 
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pada tahapan pembangunan tahun 2023. Perubahan RKPD Tahun 2023 Kabupaten 

Banggai Kepulauan menjadi bagian utuh dari upaya pelaksanaan RPD Kabupaten 

Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026. 

Perubahan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Banggai Kepulauan ditujukan 

untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah 

penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada 

masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2023. 

Penyusunan ini juga bertujuan untuk merangsang partisipasi publik dalam 

merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi proses pembangunan. Secara lebih 

sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Banggai 

Kepulauan adalah sebagai berikut: 

1. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai 

dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan 

melihat sumber daya yang ada. 

2. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 

2023. 

3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran 

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 dan Perubahan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, yang 

selanjutnya merupakan dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun 2023 

Kabupaten Banggai Kepulauan. 

1.5 Sistematika Penyusunan 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai 

Kepulauan Tahun 2023 sebagaimana Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 349 

disajikan dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023 

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

TAHUN 2023 

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

BAB VI : PENUTUP 
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2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan 

Daerah 

A.     Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 

1. Pendidikan 

Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia pendidikan sangat diharapkan, hal ini berkaitan dengan 

berbagai program pendidikan yang dicanangkan pemerintah. Peningkatan partisipasi masyarakat di 

bidang pendidikan tentunya harus diikuti dengan berbagai peningkatan penyediaan sarana fisik 

pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai. Pendidikan di Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi 

prioritas pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah Daerah, demi mewujudkan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing.  

Berdasarkan data tabel dibawah rasio ketersediaan sekolah terhadap Penduduk usia Pendidikan 

Dasar sangat rendah, yaitu 33,00%. Hal ini disebabkan karena masih ada penduduk usia sekolah yang 

belum bersekolah pada jenjang pendidikan dasar, sehingga hal ini perlu untuk dilakukan peningkatan lagi 

demi ketercapaian kualitas  pendidikan yang baik dan merata. Capaian indikator sasaran terwujudnya 

peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas sebagian tercapai dengan baik. Salah satunya 

indikator sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik, pada Tahun 2020 target 140 sekolah realisasi 

sebanyak 142 sekolah kondisi bangunan baik. Secara umum untuk kondisi ruang kelas sudah dalam 

kondisi baik, namun pemenuhan dan peningkatan kualitas ruang penunjang lainnya seperti ruang guru, 

Ruang kepala sekolah, dan perpustakaan masih kurang. 

Demikian pula dengan Sekolah Pendidikan SMP/MTS kondisi bangunan baik berdasarkan 
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pencapaian target persentase ketercapaiannya 47% di tahun 2022, akan tetapi ruang penunjang lainnya 

masih dalam kondisi kurang baik. Upaya untuk pemenuhan dan peningkatan kualitas ruang penunjang 

dilakukan dengan tetap mengusulkan pembiayaan kegiatan tersebut. Tabel berikut ini memberikan 

gambaran capaian pembangunan bidang pendidikan, yang akan terus ditingkatkan kualitasnya. 

Tabel 2.1 
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan 

Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2017-2023 

No     No Indikator 
                                                  Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
(TW II) 

1 Sekolah pendidikan 
SD/MI kondisi 
bangunan baik (Persen) 

74% 82% 106,40% 101,43% 109% 113% 113% 

2 Sekolah pendidikan 
SMP/MTs kondisi 
bangunan baik (Persen) 

90% 93% 88,68% 96,36% 44% 47% 47& 

3 Rasio ketersediaan 
sekolah/penduduk usia 
sekolah 
pendidikan dasar (Rasio) 

01:07 01:06 33,46% 33% 115,13% 115,61% 115,61% 

4 Rasio Ketersediaan 
Sekolah terhadap 
Penduduk Usia Sekolah 
Pendidikan Dasar 

- - 67,35 60% 111,13% 118,13% 118,13% 

5 Rasio Ketersediaan 
Sekolah terhadap 
Penduduk Usia Sekolah 
Pendidikan SMP/MTS 
Kondisi Bangunan Baik 

01:06 01:06 73,20% 82,34% 105,69% 110,16% 110,16% 

6 Rasio Guru terhadap 
Murid Per Kelas Rata-
Rata-Rata Sekolah Dasar 

01:14 01:18 50,21% 92,61% 200% 300% 300% 

7 Rasio Guru terhadap 
Murid Per Kelas Rata-Rata 

- - Terkait 
data 

SMA& 
sederajat 

bukan 
wewenan

g 
Kabupate

n 

70% 310,30% 325,45% 325,45% 

8 Rasio Guru terhadap 
Murid Sekolah Pendidikan 
Dasar 

01:14 01:38 65,59% 73,15% 593,62% 726,55% 726,55% 

9 Guru yang Memenuhi 
Kualifikasi S1/D4 

74,1% 
(SD) 

86,8% 
(SMP 

87% 
(SD) 

92,9% 
(SMP 

102,73% 100% 78,52% 80,44% 80,44% 

10 Pendidikan Anak Usia 
Dini (PAUD) 

98% 100% 297,55% 112,33% 131,40% 122,59% 122,59% 

11 Proporsi Murid Kelas Satu 
yang Berhasil 
Menamatkan Sekolah 
Dasar (Persen) 

97% 98% 102,73     
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No     No Indikator 
                                                  Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
(TW II) 

12 Angka Melek Huruf 
Penduduk Usia 15 - 24 
Tahun (Perempuan dan 
Laki-Laki) (Persen) 

- - - -    

13 Penduduk yang Berusia di 
atas 15 Tahun Melek 
Huruf (Tidak Buta Aksara) 

0,79% 0,80% - 95,48% 96,38% 96,38% 96,38% 

14 Angka Pendidikan yang di 
Tamatkan  

100% 100% 100%     

15 Angka Partisipasi Kasar 
(APK) 

112,6% 
(SD) 

110,6% 
(SMP) 

114,2% 
(SD) 

112,5% 
(SMP) 

89,02% 
(SD/MI/P

aketA) 
115,87% 

(SMP/MT
s/Paket 

B) 

94,48% 
(SD/MI/
Paket A)  
113,65% 
(SMP/M
Ts/Paket 

B) 

110,21% 
(SD/MI/
Paket A) 
79,77% 

(SMP/M
Ts/Paket 

B) 

97,92% 
 

104,28% 

97,92% 
 

104,28% 

16 Angka Partisipasi Murni 
(APM SD/MI/Paket A) 

98,4% 99,7% 87,06% 88,26% 97,96% 85,32% 85,32% 

17 Angka Partisipasi Murni 
(APM SMPD/MTS/Paket 
B) 

80,9% 82% 106,96% 99,65% 68,86% 83,43% 83,43% 

18 Angka Partisipasi Sekolah 
(APS SD/MI/Paket A) 

97% 98% 87,3% 92,68% 95,64% 86,68% 86,86% 

19 Angka Partisipasi Sekolah 
(APS SMP/MTS/Paket B) 

96% 98% 90,43% 97,38% 80,77% 83,74% 83,74% 

20 Angka Putus Sekolah APS 
SD/MI) 

0,20% 0,10% 0,04% 0,02% 0,03% 0,04% 0,04% 

21 Angka Putus Sekolah APS 
SMP/MTS) 

0,20% 0,10% 0,19% 0,10% 0,15% 0,19% 0,19% 

       Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 
 

2. Kesehatan 

Kesehatan yang terabaikan akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Penyakit yang paling 

banyak dikeluhkan oleh masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah hipertensi, kemudian diikuti 

oleh penyakit gastristis. Untuk mencegah timbulnya penyakit tertentu, hendaknya sejak balita sudah diberi 

imunisasi, sehingga daya imun atau kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu dapat meningkat. Data 

banyaknya balita yang pernah mendapat imunisasi menurut jenis imunisasi di Kabupaten Banggai 

Kepulauan. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dinas Kesehatan secara kontinyu terus 

memberi penjelasan serta melakukan penyuluhan kesehatan, penanganan pengobatan yang memadai, 

penyediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas/pustu, poskesdes, posyandu, polindes, dan 

penyediaan sarana air bersih. Upaya tentang kesehatan masyarakat telah banyak dilakukan oleh 

pemerintah dapat dilihat dari indikator rata-rata usia harapan hidup penduduk, angka kematian bayi per 

1.000 kelahiran hidup, angka kematian ibu melahirkan, dan status gizi masyarakat, tentang jumlah 
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kelahiran bayi, berat badan bayi, gizi buruk, jumlah ibu hamil yang melakukan pemeriksaan, pasien yang 

terlayani di puskesmas dan jaringannya serta sejumlah kasus HIV/AIDS, DBD, Diare, TB dan Malaria. 

Untuk indikator bidang kesehatan, cakupan kunjungan ibu hamil K1 dan K4 belum mencapai 

target dikarenakan ada beberapa permasalahan antara lain kurangnya kesadaran dan dukungan keluarga, 

kurangnya kerjasama antar lintas sektor, adapun solusinya adalah melaksanakan pembinaan pelayanan 

kesehatan ibu (ANC Bumil) terhadap bidan coordinator, dan melaksanakan koordinasi lintas sektor. 

Untuk indikator Untuk indikator cakupan pelayanan kesehatan balita belum mencapai target dikarenakan 

kurangnya kesadaran masyarakat terhadap layanan posyandu, adapun solusinya adalah yang bisa di ambil 

dengan melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat pentingnya pelayanan terhadap anak balita di 

posyandu / pusat pelayanan masyarakat. Untuk indikator cakupan pelayanan KB Aktif belum mencapai 

target dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan KB paska persalinan, 

adapun solusinya adalah bisa di ambil dengan melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat pentingnya 

penggunaan KB paska persalinan. Untuk indikator persentase balita gizi n kurang mendapatkan makanan 

tambahan belum mencapai target dikarenakan stok PMT (Pemberian Makanan Tambahan) biskuit pada 

awal tahun kosong sehingga ada balita kurus yang temukan awal tahun tidak mendapat PMT, adapun 

solusinya adalah di ambil perlu ketersediaan baperstok PMT biskuit di puskesmas dan perlu adanya stok 

PMT dan lokal yang disiapkan oleh desa. Untuk indikator presentasi remaja putri mendapatkan TTD 

belum mencapai target dikarenakan masih kurangnya pengetahuan remaja putri terhadap pentingnya 

manfaat mengkonsumsi TTD, adapun solusinya adalah melaksanakan sosialisasi di sekolah sekolah untuk 

meningkatkan manfaat mengonsumsi TTD. Untuk indikator cakupan balita pneumonia yang di tangani 

dan penderita diare yang ditangani belum mencapai target dikarenakan masih kurangnya kesadaran 

masyarakat untuk memeriksakan balita ke fasilitas  kesehatan, adapun solusinya adalah melaksakanan 

sosialisasi kepada masyarakat. Untuk indikator cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat 

miskin belum mencapai target dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk 

memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada diwilayanya, adapun solusinya adalah melaksakanan 

sosialisasi kepada masyarakat. Untuk indikator persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan 

kesehatan sesuai standar belum tercapai permasalahannya masih kurangnya dukungan masyarakat 

terhadap pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi, adapun solusinya adalah melaksakanan 

sosialisasi kepada masyarakat dan kerjasama lintas sektor. 
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Tabel 2.2 
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan 

Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2017-2023 

No Indikator 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
(TW II) 

1 Angka Kematian Bayi Per 
1000 Kelahiran Hidup 18 10.2 10,16 14 5,4 22 22 

2 Angka Kelangsungan Hidup 
Bayi 982 978 990 990 992,2 978 978 

3 Angka Kematian Balita Per 
1000 Kelahiran Hidup 20 10,7 2,8 2 1,07 23 23 

4 Angka Kematian Neo Natal 
Per 100 Kelahiran Hidup 9.2 9.5 8,3 10 0,19 19 19 

5 Angka Kematian Ibu Per 
100.000 Kelahiran Hidup 109 291 223 151 176 102 102 

6 Rasio Posyando Per Satuan 
Balita 18.39 19.34 1,5 1,5  16 16 

7 Rasio Puskesmas Poliklinik 
Pustu Persatuan Penduduk 0.49 0.49 0.48 0,48  0,11 0,11 

8 Rasio Rumah Sakit Persatuan 
Penduduk 0.008 0.0017 0,002 0,002  0,02 0,02 

9 Cakupan Komplikasi 
Kebidanan yang Ditangani 

30.35 29 12 146 28,97 100 100 

10 Cakupan Pertolongan 
Persalinan Oleh Tenaga 
Kesehatan yang Memiliki 
Kompetensi Kebidanan 

70.27 100 86,3 1.861 76 100 100 

11 Cakupan Desa/Kelurahan 
Imunisasi 

86.81 81.94 90,3 - 88,5 95 95 

12 Cakupan Balita Gizi Buruk 
yang Mendapat Perawatan 100 100 100 100 100 100 100 

13 Proporsi Penduduk dengan 
Asupan Kalori di Bawah 
Tingkat Konsumsi Minimum 
(2100 KKL Per Kapita 
Perhari) 

- - - -  - 

 

14 Persentase Anak Usia 1 Tahun 
yang di Imunisasi Campak 9.2 9.5 104,4 -  92 92 

15 Non Polio AFP Rate Per 
100.000 Penduduk 

92.7 90.16 - - 0,35 80 80 

16 Cakupan Balita Pneumonia 
yang Ditangani 

- 71,7 85,8 - 13,8 65 65 

17 Cakupan Penemuan dan 
Penanganan Penyakit TBC 
dan BTA 

- 73,7 79,5 120 43,5 100 100 

18 Tingkat Prevalensi TBC (Per 
100.000 Penduduk) 137.83 208.27 128.38 - 193 107,62 107,62 

19 Tingkat Kematian karena 
TBC (Per 100.000 
Penduduk) 

0.86 4.3 6,1 - 2,33 1,99 1,99 

20 Proporsi Jumlah Kasus TBC 
yang Diobati dan Sembuh 
dalam Program DOTS 

100 100 100 - 84,3 100 100 

21 Cakupan Penemuan dan 
Penanganan Penderita 
Penyakit DBD 

100 100 100 - 100 100 100 
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No Indikator 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
(TW II) 

22 Penderita Diare yang 
Ditangani 

- 35,9 100 - 83,64 100 100 

23 Angka Kejadian Malaria (Per 
100.000 Penduduk) 0.21 0 0 - 0,83 1% 1% 

24 Tingkat Kematian Akibat 
Malaria (Per 000 Penduduk) - 0 0 - 0 0 0 

25 Prevalensi HIV AIDS (% dari 
total Populasi) 0.27 0.60 0.27 - 0,01 2,037 2,037 

26 Penggunaan Kondom pada 
Hubungan Seks Beresiko 
Tinggi Terkahir 

- - 4,9 - - 4,9 4,9 

27 Proporsi Jumlah Penduduk 
Usia 15-24 Tahun yang 
Memiliki Pengetahuan 
Komprehensif Tentang HIV-
AIDS 

- - - - - - - 

28 Cakupan Pelayanan 
Kesehatan Rujukkan Pasien 
Masyarakat Miskin 

- - - - 80,65 - - 

29 Cakupan Kunjungan Bayi 
Memperoleh Pelayanan 
Kesehatan Standar 

- 61.2 101,80 - 99 100 100 

30 Cakupan Puskesmas Per 
Kecamatan 108.33 108.33 108,33 - 108,33 100 100 

31 Cakupan Pembantu Puskes 
Per Desa 

31.25 31.25 31,25 - 30 31,25 31,25 

32 Cakupan Kunjungan Ibu 
Hamil K4 

70.27 79.7 84,7 73 75 100 100 

33 Cakupan Pelayanan NIFAS - 100 107,6 - 81 100 100 
34 Cakupan Neo Natus yang 

Ditangani 71.82 85.05 78,07 - 27 100 100 

35 Persentase Penderita 
Hipertnesi Mendapat 
Pelayanan Kesehatan Sesuai 
Standar  

100 100 20,6 - 42 80 80 

36 Persentasi Penyandang 
Diabetes Militus (DM) yang 
Mendapat Pelayanan Sesuai 
Standar 

100 100 100 - 42 80 80 

37 Persentasi Orang Dengan 
Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 
yang Mendapatkan Pelayanan 
Kesehatan Jiwa Sesuai 
Standar 

3 22 37,5 - 80 100 100 

38 Cakupan Pelayanan Anak 
Balita 

100 26.69 76,6 - 94 100 100 

39 Cakupan Pemberian 
Makanan Pendamping ASI 
pada Anak Usia 6 - 24 Bulan 
Keluarga Miskin 

- - - - 75,5 - - 

40 Cakupan Pelayanan 
Kesehatan Masyarakat Miskin 

- - - - - - - 

41 Rasio Dokter Persatuan 
Penduduk 

23.97 9.4 32 - 0,22 0,28 0,28 
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No Indikator 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
(TW II) 

42 Rasio Tenaga Medis 
Persatuan Penduduk 

- - - - 5,54 - - 

43 Rasio keperawatan per 
100000 penduduk 

261.96 262.7 385,9 - - 261 261 

44 Rasio bidan per 100000 
penduduk 

197,76 217,6 397,8 - - 243 243 

  Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan, 2023 

Pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas/pustu, poskesdes, posyandu 

dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) merupakan salah satu sarana kesehatan yang menunjang 

bagi masyarakat di daerah. Pada tahun 2022, jumlah Puskesmas di Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu 

14 buah yang tersebar disetiap kecamatan dengan didukung oleh puskesmas pembantu sebanyak 43 buah. 

Selain puskesmas, pos pelayanan terpadu (Posyandu) juga sangat membantu masyarakat dalam hal 

pemeriksaan kesehatan. Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan sudah tersedia 

posyandu dengan jumlah keseluruhan pada tahun 2022 sebanyak 155 buah. Jumlah apotek pun 

meningkat ditahun 2022 menjadi 27 dari 14 Apotek di tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 2.3 
Jumlah Fasilitas Kesehatan 

Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2017-2023 
Tahun Rumah 

Sakit 
Rumah 

Bersalin 
Puskesmas Klinik/ 

Balai 
Kesehatan 

Posyandu Polindes/ 
Poskesdes 

Puskesmas 
Pembantu 

Apotek 

2017 1 - 13 1 173 36/58 43 4 

2018 1 - 14 1 173 36/58 48 15 

2019 1 - 14 1 173 36/58 48 15 
2020 1 - 13 1 173 36/58 44 14 

2021 2 - 13 2 141 36/58 43 27 
2022 2 - 14 3 155 36/58 43 27 
2023 

(TW II) 
2 - 14 3 155 36/58 43 32 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 

 

Selain sarana dan prasarana, kuantitas dan kualitas tenaga medis juga diperlukan dalam rangka 

peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Tenaga medis yang sudah tersedia adalah dokter spesialis, 

dokter umum, bidan, perawat, tenaga kefarmasian, ahli gizi, tenaga kesehatan masyarakat, dan tenaga 

kesehatan lingkungan. Namun belum semua kecamatan tersedia tenaga medis sesuai kebutuhan yang 

diharapkan. 
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Tabel 2.4 
Jumlah Tenaga Kesehatan 

Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2023 

No Kecamatan 

Tenaga Kesehatan 

Tenaga Medis 
Perawat Bidan Farmasi Ahli Gizi 

Tenaga 
Kesehatan 

Masyarakat 

Tenaga 
Kesehatan 

Lingkungan 
Dokter 
Umum 

Dokter 
Gigi 

1 Totikum 2 - 24 25 2 - 5 2 
2 Totikum Selatan 2 1 22 17 2 - 5 1 
3 Tinangkung 3 1 19 41 4 4 9 1 

4 
Tinangkung 
Utara 2 - 17 24 2 1 5 2 

5 
Tinangkung 
Selatan 1 - 18 23 1 1 7 1 

6 Liang 1 - 19 32 - 2 4 1 

7 Peling Tengah 2 1 17 19 1 1 3 1 

8 Bulagi 2 - 22 19 2 - 3 - 

9 Bulagi Utara 2 - 16 14 1 2 3 1 
10 Bulagi Selatan 2 - 19 27 1 3 2 1 
11 Buko 2 - 23 17 2 1 4 2 
12 Buko Selatan 2 - 11 15 - - 4 1 

 JUMLAH 23 3 227 273 18 15 54 14 
Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan 2023  

 

Selain dari hal yang telah diuraikan diatas, ada satu permasalahan yang menjadi bagian dari 

prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Permasalahan tersebut adalah tingginya 

angka stunting pada balita di Kabupaten Banggai Kepulauan.  

Berdasarkan data yang tersedia, dapat dilihat bahwa jumlah Balita terdampak Stunting terbesar 

di Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat di Kecamatan Bulagi Selatan, dengan jumlah total sebanyak 

662 balita dan jumlah keluarga beresiko stunting terbanyak terdapat di Kecamatan Tinangkung dengan 

jumlah 1.888 keluarga. Tingkat prevalensi paling tinggi terdapat di Kecamatan Bulagi Selatan yaitu sebesar 

48,764%. 

Tabel 2.5 
Data Stunting Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2023 

No. Kecamatan 
Jumlah Keluarga 
Beresiko Stunting 

Jumlah Anak 
Balita 

Jumlah Anak 
Stunting Prevalensi 

1 Totikum 836 631 170 26,94 

2 Totikum Selatan 1.215 581 175 30,12 

3 Tinangkung 1.888 674 74 10,98 

4 Tinangkung Selatan 934 570 77 13,51 

5 Tinangkung Utara 1.051 578 138 23,88 

6 Liang 955 494 113 22,87 

7 Peling Tengah 1.122 580 151 26,03 

8 Bulagi 1.136 558 122 21,86 
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No. Kecamatan Jumlah Keluarga 
Beresiko Stunting 

Jumlah Anak 
Balita 

Jumlah Anak 
Stunting 

Prevalensi 

9 Bulagi Selatan 1.447 662 120 18,13 

10 Bulagi Utara 1.030 533 153 28,71 

11 Buko 1.091 412 30 7,28 

12 Buko Selatan 835 528 140 26,52 

 
JUMLAH 13.540 6801 1463 21,51 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan,  2023 

Tim penanganan stunting di Kabupaten Banggai Kepulauan menemukan beberapa kendala 

yang teridentifikasi, diantaranya Program Kegiatan masih tersebar di beberapa Perangkat Daerah 

sehingganya sulit untuk menyatukan persepsi dari masing-masing perangkat Daerah dan pada 

perencanaan pelaksanaan berikutnya bekerjasama dengan Tenaga Ahli terkait Desain Intervensi Stunting, 

Tenaga pendamping PKH melakukan kegiatan rutin pertemuan kelompok antara pendamping dengan 

peserta PKH yang mana salah satu modul yaitu tentang kesehatan ibu hamil dan balita, masih terbatasnya 

sumber daya manusia pelaksana dan sarana prasarana pendukung, Jarak Lokasi Lokus yang jauh dari 

Ibukota Kabupaten, serta jarak antara satu desa lokus dan desa lokus yang berjauhan, Belum sinergitasnya 

perencanaan, penganggaran, pemantauan dan pengawasan layanan antara desa dan kabupaten. Kendala 

yang dihadapi ini dirumuskan menjadi masalah yang dihadapi dalam penanganan stunting di Kabupaten 

Banggai kepulauan. Masalah yang berhasil dirumuskan antara lain, Desain pelaksanaan 

intervensi/pelaksanaan program yang belum ada, Kendala mengakses layanan dari sisi kelompok 

penerima manfaat, Ketersediaan dan kualitas SDM pelaksana, Proses perencanaan, penganggaran, 

pemantauan dan pengawasan layanan, Proses perencanaan, penganggaran, pemantauan dan pengawasan 

layanan. Dari rumusan masalah itu, rekomendasi yang dapat diberikan oleh tim penanganan stunting 

kabupaten Banggai Kepulauan yaitu, Pengalokasian perencanaan penganggaran selanjutnya difokuskan 

pada lokasi lokus berdasarkan analisis situasi terbaru, Tenaga pendamping PKH melakukan kegiatan rutin 

pertemuan kelompok antara pendamping dengan peserta PKH yang mana salah satu modul yaitu tentang 

kesehatan ibu hamil dan balita, mengoptimalkan pendampingan PKH melalui pertemuan Family 

Developmen Seasion (FDS) dalam sosialisasi gizi dan kesehatan, Meningkatkan sinergitas koordinasi dari 

proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program kegiatan antara desa, 

kabupaten dan perangkat daerah, Peningkatan pemahaman masyarakat tentang stunting melalui 

sosialisasi, Peningkatan sumber daya manusia pelaksana. 

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Banggai Kepulauan dilalui jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa 

dan jalan lingkungan baik di kelurahan maupun desa. Panjang jalan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berdasaran berdasaran Keputusan Bupati Nomor 
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600/437/2014 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Wilayah 

Kabupaten Banggai Kepulauan yakni 896,47 km. Sementara jalan provinsi di wilayah Kabupaten Banggai 

Kepulauan memiliki  panjang  115,1  km. 

Pada urusan tata ruang, capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang selain tersediannya dokumen 

perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-

2036, juga dilihat dari belum tersusunnya rencana rinci berupa RDTR kota Salakan. Rasio ruang terbuka 

hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 30 %. Sementara itu 

untuk kasus alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan di dalam RTRW juga masih terjadi di 

Kabupaten Banggai Kepulauan, secara rinci capaian urusan Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 2.6 
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2017-2023 
 

No 
 

Indikator 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
(TW II) 

1 Proporsi Panjang Jalan Jaringan 
Jalan dalam Kondisi Baik (Persen) 

58,61 68,59 74,17 76,0 73,56 70,35 70,35 

2 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah 
Penduduk 

0,77 0,77 0,85 0,80 0,8 0,0095 0,0095 

3 Persentase Jalan Kabupaten dalam 
Kondisi Baik (> 40 Km/Jam 

58,61 68,59 74,17 76,05 85,77 70,35 70,35 

4 Persentase Jalan yang Memiliki 
Trotoar dan Drainase / Saluran 
Pembuangan Air (Minimal 1,5 M) 

0,96 1,00 1,11 1  1,18 1,18 

5 Persentase Sepadan Jalan yang 
Dipakai Pedagang Kaki Lima atau 
Bangunan Rumah Liar 

15 1 1 12  1 1 

6 Persentase Rumah Tinggal 
Bersanitasi 

46,94 70 75 80 79,21 69,54 69,54 

7 Persentase Drainase dalam Kondisi 
Baik / Pembuangan Aliran air tidak 
Tersumbat 

1,07 70 75 20    

8 Persentase Penduduk Berakses Air 
Minum 

36,74 80 85 82 86,27 88,08 88,08 

9 Persentase Irigasi Kabupaten Dalam 
Kondisi Baik 

60 75 80 70,40 79,51 83,33 83,33 

    Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas PUPR Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023  
 

A. Panjang Jalan menurut Jenis permukaan 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupatan Banggai Kepulauan tahun 2021 total 

panjang jalan mencapai 896,47 Km. Diantaranya terdapat jalan beraspal dengan total panjang jalan 

677,849 km. Selain jalan yang diaspal, masih terdapat jenis jalan kerikil maupun jalan tanah di Kabupaten 

Banggai Kepulauan dengan panjang jalan kerikil 170,370 km serta jalan tanah sepanjang 48,251 km. 
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secara persentase, 76% dari total panjang jalan di Kabupaten Banggai Kepulauan sudah diaspal, 19% jalan 

dengan permukaan kerikil dan 5% panjang jalan dengan permukaan tanah. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Grafik 2.1. 

Grafik 2.1 
Panjang Jalan dan jenis Permukaan Jalan 

Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2022 (KM) 

 
              Sumber: Data Termutakhir Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 
 
 
B. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik. 

Infrastruktur jalan yang baik adalah modal fisik (physical capital) bagi masyarakat dalam 

menjalakan aktivitas ekonomi dan usaha produktif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat 

kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa jaminan ketersediaan infrastruktur jalan yang baik 

dan memadai. Dengan kata lain, Pertumbuhan ekonomi akan terhambat apabila ketersediaan 

infrastruktur daerah belum tersedia dengan baik. Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada 

pengembangan optimalisasi potensi sumber daya alam (natural resources), sumber daya manusia (human 

resources) dan sumber daya fisik (physical resources) serta sumber daya modal (capital resources) akan 

sulit mencapai pembangunan yang berkelanjutan. 

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah angka perbandingan antara panjang 

jaringan jalan dalam kondisi baik, terhadap panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan 

kabupaten/kota). Mutu jalan di suatu daerah berpengaruh terhadap berbagai kegiatan penduduk, 

khususnya kegiatan perdagangan dan upaya untuk melakukan integrasi antar wilayah terbelakang dengan 

pasar yang lebih besar. 

Berdasarkan data yang dimiliki, diketahui bahwa, jalan dengan status kondisi baik di Kabupaten 

Banggai Kepulauan masih cukup rendah. Dimana jalan dalam kondisi baik makin berkurang panjangnya 

dalam 3 tahun terakhir. Disisi lain jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat semakin bertambah. 

Ditahun 2021 sendiri, jalan dalam kondisi rusak lebih panjang dibandingkan jalan dengan kondisi baik, 

kurang lebih 280,68 km jalan dalam kondisi rusak dan jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 111,04 

km sementara jalan dalam kondisi baik hanya sekitar 263,96. Artinya ada kurang lebih 43% jalan di 

Panjang Jalan (KM) 
Aspal 

 677849,0  
76% 

Panjang Jalan (KM) 
Kerikil 

 170370,0  
19% 

Panjang Jalan (KM) 
Tanah 

 48251,0  
5% 
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Kabupaten Banggai Kepulauan dalam kondisi rusak dan rusak berat. Kerusakan ini tentunya akan 

berdampak secara sistemik pada perekonomian Kabupaten Banggai Kepulauan. 

 
Grafik 2.2 

Panjang Jalan (KM) Menurut Kondisi JalanKab. Banggai Kepulauan Tahun 2020-2022 

 
Sumber : Data Termutakhir BPS Kab. Bangkep, 2023    

Grafik 2.3 
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan 

Kab. Banggai kepulauan Tahun 2022 (%) 

 
Sumber : Data Termutakhir BPS Kab. Bangkep, 2023 

 

Hal ini perlu menjadi proritas pemerintah, mengingat akses utama antar wilayah Kecamatan di 

Kabupaten Banggai Kepulauan melalui darat. 

C. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah penduduk  

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 

suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Panjang jalan yang diperhitungkan adalah jalan nasional (belum 

termasuk jalan tol), jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan kota. Rasio panjang jalan dengan jumlah 

penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio 

ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah 
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penduduk. Semakin tinggi nilai  indicator ini maka makin baik dengan indikasi awal makin banyak 

masyarakat yang dilayani. 

Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan menginformasikan 

tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya 

dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan. Sumber dari Buku Informasi 

Statistik Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (PUPR). 

Hasil perhitungan dengan membandingkan antara total panjang jalan dibagi dengan jumlah 

penduduk diperoleh hasil yang cenderung konstan dari Tahun 2017-2021. Rasio panjang jalan dengan 

jumlah penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan masih dalam kategori rendah. Hal ini dipengaruhi oleh 

total panjang jalan selama empat tahun tahun terakhir tidak mengalami penambahan. Panjang jalan yang 

tidak berubah tersebut tidak sejalan dengan jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya, dimana 

tercatat hingga tahun 2021 jumlah penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan mencapai 121.684 Jiwa. 

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk sebesar 0,0074. 

Grafik 2.4 
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk 

Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2017-2021 

 
Sumber: Data Termutakhir BPS Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2023 (diolah) 

 
D. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)  

Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah angka perbandingan antara 

panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, terhadap panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, 

dan kabupaten/kota). Mutu jalan di suatu daerah berpengaruh terhadap berbagai kegiatan penduduk, 

khususnya kegiatan perdagangan dan upaya untuk melakukan integrasi antar wilayah terbelakang dengan 

pasar yang lebih besar. 

Nilai indikator ini memiliki kegunaan untuk mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan 

panjang jalan yang ada di suatu daerah tertentu. Hal tersebut dapat juga dibaca sebagai kemampuan 
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daerah tersebut dalam menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana publik. Semakin besar nilai 

indikator ini, semakin tinggi kemampuan daerah tersebut dalam menyediakan dan memelihara sarana dan 

prasarana publik. 

Pada pengukuran indikator ini tim mengasumsikan bahwa proporsi jalan dalam kondisi baik 

merupakan jalan yang dapat ditempuh dengan roda empat dengan kecepatan ≥ 40 Km perjam. 

Berdasarkan data panjang jalan berdasarkan kondisi jalan, kurun waktu 2018-2021 proporsi panjang jalan 

dalam kondisi baik masih di bawah 50 persen dari total jalan. Di sisi lain, proporsi panjang jalan dengan 

kondisi rusak dan rusak berat cenderung masih menjadi permasalahan yang harus diselesaikan dimana 

proporsi jalan yang dalam kondisi rusak berat di tahun 2021 sebesar 100,51 km atau sebanyak 11,21% 

persen dari total panjang jalan dan pada tahun 2021. 

Grafik 2.5 
Persentase Panjang Jalan Kabupaten dala Kondisi Baik (> 40 Km/Jam) 

Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2019-2022 

 
  Sumber : Data Termutakhir Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 (diolah) 

E. Irigasi 

Kondisi Jaringan irigasi, Jaringan Irigasi merupakan satu kesatuan infrastruktur pendukung 

utama sektor pertanian khususnya untuk pertanian lahan basah. Jaringan irigasi di Kabupaten Banggai 

Kepulauan sebagian besar berada di wilayah kecamatan Tinangkung Utara. Luas areal yang dilayani 

jaringan irigasi mencapai ±1.327,5 Ha. Jumlah bangunan irigasi di Kabupaten Banggai Kepulauan pada 

tahun 2021 yang dalam kondisi baik baru mencapai 53,8 persen dari 92 persen yang ditargetkan.  

Pengembangan Daerah Irigasi (DI) Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri atas:  

1. Pengembangan dan peningkatan Daerah Irigasi Lalong di Kecamatan Tinangkung Utara seluas 127 

Ha;  

2. Pengembangan dan peningkatan Daerah Irigasi Luksagu di Kecamatan Tinangkung Utara seluas 107 

Ha;  

376,61 
263,96 

263,96 

108,597 

896,47 896,47 896,47 
951,735 

42,01 29,44 29,44 11,41 

2019 2020 2021 2022

Baik Panjang Jalan Total Persentase Jalan Kondisi Baik (>40 km/jam)
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3. Pengembangan dan peningkatan Daerah Irigasi Ponding-ponding Kecamatan Tinangkung Utara di 

Pulau Peling seluas 100 Ha;  

4. Pengembangan dan peningkatan Daerah Irigasi Tatakalai di Kecamatan Tinangkung Utara seluas 

350 Ha;  

5. Pengembangan dan peningkatan Daerah Irigasi Tatakalai Atas di Kecamatan Tinangkung Utara 

seluas 198 Ha;  

6. Pengembangan dan peningkatan Daerah Irigasi Tatal di Kecamatan Tinangkung Utara seluas 251 Ha;  

7. Pengembangan dan peningkatan Daerah Irigasi Tinangkung di Kecamatan Tinangkung Selatan 

seluas 100 Ha;  

8. Pengembangan dan peningkatan Daerah irigasi Lokom di Kecamatan Totikum seluas 100 Ha.  

9. Pengembangan dan peningkatan Daerah irigasi Kautu di Kecamatan Tinangkung seluas 100 Ha. 

10. Pengembangan dan peningkatan Daerah irigasi Kanali di Kecamatan Totikum Selatan seluas 80 Ha.  

11. Pengembangan dan peningkatan Daerah irigasi Kalim di Kecamatan Tinangkung Utara seluas 60 Ha.  

12. Pengembangan dan peningkatan Daerah irigasi Paisubatu di Kecamatan Buko seluas 60 Ha.  

13. Pengembangan dan peningkatan Daerah irigasi Palam di Kecamatan Tinangkung Utara seluas 80 

Ha.  

14. Pengembangan dan peningkatan Daerah irigasi Lopito di Kecamatan Totikum seluas 85 Ha.  

15. Pengembangan dan peningkatan Daerah irigasi Tobungku di Kecamatan Totikum Selatan seluas 60 

Ha.  

16. Pengembangan dan peningkatan Daerah irigasi Tatabau di Kecamatan Buko Selatan seluas 80 Ha.  

17. Pengembangan dan peningkatan Daerah irigasi Mata di Kecamatan Totikum Selatan seluas 60 Ha.  

Sebagaimana telah disebut dalam daftar daerah pengembangan irigasi diatas. Dapat terlihat 

bagaimana keseriusan pemerintah dalam mengembangkan potensi peprtanian dan pengelolaan sumber 

daya air. 

4. Perumahan Rakyat dan  Kawasan Pemukiman 

Dalam rangka pengentasan perumahan telah dilakukan penyediaan rumah layak huni dari dana 

APBN dan APBD. Harapannya ini adalah agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum 

mempunyai rumah, dapat memiliki rumah yang layak untuk ditinggali. Dari tabel dibawah dapat dilihat 

bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan rasio pemukiman rumah tinggal layak huni. Begitu pula 

dengan cakupan layanan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan rasio pemukiman layak huni 

pada tahun 2017 sebesar 5,13/9 meningkat menjadi 6,80/9 pada tahun 2022. Begitu pula dengan cakupan 

layanan rumah tinggal layak huni yang meningkat dari 57 pada tahun 2017 menjadi 75,8 pada tahun 2022. 

Persentase pemukiman yang tertata juga terus mengalami peningkatan bahkan sangat signifikan dari 
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28,02 persen pada tahun 2017 menjadi 96 persen pada tahun 2022. Penyediaan perumahan di Kabupaten 

Banggai Kepulauan dapat dilihat pada Tabel berikut. 

Tabel 2.7 
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan 

Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2017-2023 

No Indikator 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
2023 

(TW II) 
1 Rasio Pemukiman Layak Huni 5,13/9 6,3/9 6,48/9 6,65/9 6,70/9 6,80/9 6,80/9 

2 Cakupan Ketersedian Layanan 
Rumah Layak Huni 57 70 72 73,96 75,4 75,8 75,8 

3 Persentase Pemukiman yang 
Tertata 

28,02 75 80 75 89 96 96 

4 Persentase Lingkungan 
Pemukiman Kumuh 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 

5 
Persentase Luasan Pemukiman 
Kumuh di Kawasan Perkotaan 

56 56 56 42 53 56 56 

6 Proporsi Rumah Tangga Kumuh 
Perkotaan 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 

7 
Penyelesaian izin lokasi 90 98 100 100 100 100 100 

    Sumber : BPS dan Dinas Perumahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 (diolah) 
 

Rumah tidak layak huni adalah rumah yang dibuat dari bahan bekas/sampah (seperti potongan 

triplek, lembaran plastik sisa, dsb) yang dipertimbangkan tidak cocok untuk bertempat tinggal atau 

terletak pada areal yang diperuntukkan bukan untuk permukiman. Termasuk rumah gubuk. Ciri–ciri 

rumah tidak layak huni adalah kondisi di mana rumah beserta lingkungannya tidak memenuhi 

persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial dengan kriteria 

antara lain: 

1) Luas lantai perkapita, di kota kurang dari 4 m2 sedangkan di desa kurang dari 10 m2; 

2) Jenis atap rumah terbuat dari daun dan lainnya; 

3) Jenis dinding rumah terbuat dari anyaman bambu yang belum di proses; 

4) Jenis lantai tanah; 

5) Tidak mempunyai fasilitas tempat mandi, cuci, kakus (MCK). 
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Grafik 2.6 
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni 

Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2017-2021 

 
       Sumber:  Data Termutakhir Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2022 

 

Berdasarkan data yang dihimpun dari perangkat daerah dan BPS, diperoleh bahwa kurun waktu 

2016-2020 persentase rumah layak huni mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 persentase rumah 

layak huni mencapai 47,97%, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 74%. Adapun sumber 

pendanaan untuk perbaikan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni selama kurun waktu 

tersebut bersumber dari berbagai sumber pendanaan yaitu anggaran swadaya masyarakat yang 

dikerjakan secara mandiri oleh masyarakat, anggaran dana desa (DD) melalui Pemerintah Desa, anggaran 

APBD Provinsi melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi 

Tengah, anggaran APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang 

dilaksanakan oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi 

Tengah, dan anggaran APBD Kabupaten Banggai Kepulauan melalui dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan. 

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 

Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, kondusif dan memperoleh perlindungan 

serta melaksanakan kegiatan. Urusan keamanan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 

merupakan urusan yang komprehensif meliputi berbagai elemen strategis yang memiliki dampak luas 

untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta iklim investasi daerah. Capaian 

indikator dapat dilihat pada tabel berikut:  

 
 
 
 
 
 

2017 2018 2019 2020 2021

17.215 21.141 21.745 22.349 

116.811 117.633 118.403 120.142 121.684 

57 70 72 74 

Jumlah Rumah Layak Huni Jumlah Penduduk Persentase Rumah Layak Huni
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Tabel 2.8 
Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 

Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2017-2023 

No Indikator 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
(TW II) 

1 Cakupan Petugas Perlindungan 
Masyarakat 

87,05% 88,75% 89,38% 89% 89% 90% 10% 

2 Persentase Penegakkan 
PERDA 

9,09% 9,09% 1,42% 83,33% 83,33% - - 

3 Tingkat Penyelesaian 
Pelanggaran K3 (Ketertiban, 
Ketentraman, dan Keindahan) 

83,33% 83,33% 42% 42% - - - 

4 Cakupan patroli petugas Satpol 
PP 

90% 100% 39% 57% 90% 90% - 

5 Jumlah Polisi Pamong Praja 111 220 220 220 220 220 220 
6 Jumlah Linmas 1268 1278 1278 1276 1276 1276 1276 
7 Jumlah Pos Siskamling 226 228 228 228 228 234 234 

8 Persentase Penanganan 
Bencana Alam Tuntas 

100 100 100 100 100 100 20 

      Sumber: Badan Kesbangpol & Satpol PP Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2023  

Untuk indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban,Ketentraman,dan Keindahan) 

dan indikator presentase penegakan perda belum mencapai target dikarenakan belum adanya penyidik 

pegawai negeri sipil atau PPNS dalam penegakan perda dan masih terbatasnya dukungan anggaran dalam 

pelaksanaan program kegiatan, Adapun solusinya adalah melaksanakan pelatihan dan pengangkatan 

penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di dalam melaksanakan penegakan perda dan juga dukungan 

anggaran di dalam melaksanakan program dan kegiatan. 

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terus berupaya untuk menyediakan aparat dan 

sarana keamanan baik dari segi kuantitas dan kualitasnya untuk dapat menjamin keamanan dan 

ketertiban masyarakat. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki 

tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting 

dalam ketertiban masyarakat secara luas. 

6. Sosial 

Penyelenggaraan Urusan Sosial ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan 

sosial bagi masyarakat. Permasalahan kesejahteraan sosial dapat dilihat dari Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam menanggulangi masalah sosial, pada tahun 2021 sasaran 

pembangunan sosial dititikberatkan pada peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam 

penanganan PMKS, dan meningkatnya pelayanan sosial bagi PMKS, capaian indikator dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 2.9 
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial 

Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2017-2023 

No Indikator 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
(TW II) 

1 Cakupan Jumlah Penerima 
Tunjangan Hari Tua bagi 
Masyarakat Miskin 

50 orang 50 orang 20 orang 0    

3 Persentase PMKS yang 
Memperoleh Bantuan 
Sosial 

Rastra 
9598 KK, 

PKH 7031, 
anak 

terlantar 
1202 org 

Rastra 
9598 KK, 

PKH 6823, 
anak 

terlantar 
1202 org 

PKH 
6536, 

Bencana 
sosial 68 

jiwa  

99 12,11   

4 Persentase PMKS yang 
Tertangani 

64,86% 75% 80% 99    

5 Persentase Korban 
Bencana Alam yang 
Menerima Bantuan Sosial 
Selama Masa Tanggap 
Darurat 

- - 97,87% 98    

6 Persentase Penyandang 
Cacat Fisik dan Mental, 
Serta Lanjut Usia Tidak 
Potensial yang Telah 
Menerima Jaminan sosial 

11,35%  0,06% 0,03% 0,86    

7 Peningkatan perlindungan 
jaminan sosial bagi 
keluarga penerima 
manfaat program keluarga 
harapan (PKH)    

   100    

Sumber: Data Termutakhir Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 

Untuk realisasi kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui bantuan sosial yang ada di Kabupaten 

Banggai Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.10 
Laporan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan 

Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2020-2022 
No Program/Kegiatan Tahun Realisasi Anggaran (Rp) Jumlah 

Sasaran 
1 PKH (Program Keluarga Harapan) 2020 21.726.160.000 6.380 KPM 

2021 9.590.500.000 6.287 KPM 

2022   

2 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2020 21.204.200.000 9.997 KPM 

2021 8.599.600.000 6.922 KPM 

2022   

3 Bantuan Usaha Bersama (KUBE) UEP/Usaha 
Ekonomi Produktif 

2020 80.000.000 4 KLMPOK 

2021 140.000.000 14 KK 
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No Program/Kegiatan Tahun Realisasi Anggaran (Rp) Jumlah 
Sasaran 

2022   

4 Bantuan Pangan (Beras) Provinsi Maupun 
Kabupaten 

2020 17.694.000.000 4.915 KPM 

2021 - - 

2022   
    Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 
 
B.    Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

1. Ketenagakerjaan  

Minimnya lapangan pekerjaan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia angkatan kerja 

merupakan kondisi yang harus mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Capaian indikator dapat dilihat 

pada tabel berikut:  

Tabel 2.11 
Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan 

Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2017-2023 

No Indikator 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
(TW II) 

1 
Besaran tenaga kerja yang 
mendapatkan pelatihan 
berbasis kompetensi  

- 80% 85% - - 20% - 

2 
Besaran Pencari Kerja yang 
Terdaftar yang Ditempatkan 48% 75% 80% 56% 90% 90% 10% 

3 
Besaran Tenaga Kerja yang 
Mendapatkan Pelatihan 
Berbasis Masyarakat 

- 75% 86,67% - 72% 60% - 

4 
Besaran Tenaga Kerja yang 
Mendapatkan Pelatihan 
Berbasis Kewirausahaan 

- 80% 84,62% - - 80% - 

      Sumber: Disnakertrans Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2019 tercatat penduduk yang 

bekerja di Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 83.808 dengan jumlah angkatan kerja sebesar 61.644 

orang dan yang bukan angkatan kerja sebanyak 22.164 orang. Dari jumlah angkatan kerja menurut tingkat 

pendidikan antara lain berdasarkan Sekolah Dasar sebanyak 16.007 orang, Sekolah Menengah Pertama 

6.156 orang, Sekolah Menengah Atas sebanyak 8.125 orang, Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 1.357 

orang, Diploma I/II/III/Akademi sebanyak 807 dan untuk pendidikan Universitas sebanyak  4.501 orang. 

Capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2.12 
Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 

Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2020-2023  

Pendidikan Tertinggi 
yang di Tamatkan 

2021 2022 

Bekerja 
Pengangguran 

Terbuka 
Jumlah 

Total 
Bekerja 

Pengangguran 
Terbuka 

Jumlah 
Total 

Sekolah Dasar 26.823 653 27.476 33.477 186 33.663 
Sekolah Menengah 
Pertama 8.927 325 9.252 11.014 77 11.091 

Sekolah Menengah Atas 14.736 802 15.538 13.575 394 13.969 

Sekolah Menengah Atas 
Kejuruan 0 0 0 0 0 0 

Diploma 
I/II/III/Akademi 

0 0 0 0 0 0 

Universitas 10.543 73 10.616 6.322 312 6.634 

Jumlah 61.029 1.853 62.882 64.388 969 65.357 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2021 tercatat penduduk usia 

kerja di Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 87.355 dengan jumlah angkatan kerja sebesar 62.882 

orang, angka ini menurun dari tahun 2020 dimana angkatan kerja berjumlah 63.278.    

Dengan pembagian yang bekerja sebesar 61.029 menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 

61.718 serta yang pengangguran terbuka berjumlah 1.853 orang dan yang bukan angkatan kerja sebanyak 

24.473 orang. Dari jumlah angkatan kerja menurut tingkat pendidikan antara lain berdasarkan Sekolah 

Dasar sebanyak 27.476 orang, Sekolah Menengah Pertama 9.252 orang, Sekolah Menengah Atas atau 

sederajat sebanyak 15.538 orang, Diploma I/II/III/Akademi dan Universitas sebanyak  10.616 orang. 

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Upaya mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dengan mengedepankan Kesetaraan dan 

Keadilan Gender. Peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang telah memperoleh hasil 

positif. Capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.13 
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

 Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2017-2023

No Indikator Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
(TW II) 

1 Persentase Partisipasi Perempuan di 
Lembaga Pemerintahan 

40% 91,39% 98,00% 6,46% 6,46% 6,46% 

2 Proporsi Kursi yang Diduduki 
Perempuan di DPR 

16% 15% 20% 20% 20% 20% 

3 Partisipasi Perempuan di Lembaga 
Swasta 

53% 55% 65% 88% 88% 88% 
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No Indikator Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
(TW II) 

4 Rasio KDRT 67,78% 93.33% 0,40    

5 Cakupan perempuan dan anak korban 
kekerasan yang mendapatkan 
penanganan pengaduan oleh petugas 
terlatih di dalam unit pelayanan 
terpadu  

100% 100% 100% 100% 100% 10% 

6 Cakupan perempuan 
dan anak korban 
kekerasan yang 
mendapatkan layanan 
bantuan hukum   

100% 100% 100% 100% 100% 10% 

  Sumber: DP3P2KB Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 

Untuk indikator persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan dan indikator 

proporsi kursi yang di duduki perempuan di DPR belum mencapai target, hal ini dikarenakan kurangnya 

sosialisasi terkait partisipasi perempuan dalam politik. Adapun solusinya adalah melaksanakan sosialisasi 

kepada masyarakat terkait peran perempuan di dalam pemerintahan maupun didalam politik. 

3. Pangan 

Hasil produksi pangan di Kabupaten Banggai Kepulauan digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang berjumlah 121.684 jiwa. Namun produksi 

beras yang ada belum mencukupi untuk menutupi kebutuhan konsumsi masyarakat sehingga kegiatan 

impor beras harus dilakukan. Selain beras persediaan pangan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan 

tahun 2021 antara lain dapat di lihat dalam grafik berikut: 

Grafik II.7 
Persediaan Pangan Menurut Bahan Makanan 
Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2022 

 
Sumber: Data Termutakhir Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 

 

 

 Beras Tepung
Gandum

Sagu
/Tepung

Sagu

Jagung Ubi jalar,
Ubi

Banggai,
Keladi

Ubi Kayu Kacang
Tanah

Kedelai Kacang
Hijau

27.022,07 

150,07 

3.509,72 
1.997,94 

29.196,51 

14.387,37 

1.917,13 842,73 834,51 
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Tabel 2.14 
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan 

Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2017-2023 

No Indikator 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
(TW II) 

1 Ketersediaan Pangan Utama        129,29% 100 100 

a.  Energi (Kka/Kap/Hr) 3126 2.135,5 3.922,8 -    

b.  Protein (Gram/Kap/Hr) 128 86,0 156,8 -    

c.  Ketersediaan Pangan Utama (Beras 
(Ton)) 

4.147 4.690 4.690 -    

2 Jumlah desa rawan pangan 29 29 27 - 20 17 17 

3 Jumlah desa rentan pangan yang 
tertangani 

4 5 4 - 44 50 50 

4 Skor Pola Pangan Harapan Tingkat     85,09%   

a.  Ketersediaan (Kalori) 66,0 68,6 93,05 85    

b.  Konsumsi (Kalori) 73,6 75,8 83,0 -    

5 Tingkat Konsumsi protein hewani 22,2 22,2 24,6 -    

6 Tingkat konsumsi energy 75,6 75,6 77,7 -    

7 Cadangan pangan daerah - - - 15.034 kg    

         Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 

4. Pertanahan  

Luas tanah di Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah bersertifikat mengalami peningkatan 

dari 9.342.450 m2 menjadi 10.243.758 m2 dikarenakan adanya Program Nasional Sertifikat Tanah Gratis 

dari Pemerintah Pusat. Secara rinci capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 2.15 
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan 

Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2017-2023 
No Indikator Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
(TW II) 

1 
Penyelesaian kasus Tanah 
Negara   - 1 kasus 100% 100% 100% 

2 Penyelesaian Izin Lokasi   100 % 100% 100% 100% 100% 

      Sumber : DPKPP Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2023 
 

Berdasarkan data yang tertera pada tabel diatas dapat dilihat, bahwa penyelesaian izin lokasi 

dapat dieksekusi dengan baik, dimana semua izin dapat diselesaikan 100%. 

5. Lingkungan Hidup 

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari 

indikator antara lain; 1) Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten; 2) Tersusunnya RPPLH Kabupaten; 3) 

Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah; 4) Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air; 5) Hasil 
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Pengukuran Indeks kualitas Udara; 6) Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan; 7) Pembinaan 

dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya 

terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota; 8) Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di 

Daerah (PPLHD) di Kabupaten; 9) Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA; 10) Terverifikasinya 

MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional; 11) Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak 

pengetahuan tradisional; 12) Penetapan hak MHA; 13) Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan; 14) Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana; 15) Terlaksananya pendidikan dan pelatihan 

masyarakat; 16) Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup; 17) Pengaduan masyarakat 

terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota; 18) Jumlah pelatihan yang 

diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota; 19)Timbulan sampah yang 

ditangani; 20) Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R; 21) Persentase cakupan area 

pelayanan; 22) Persentase jumlah sampah yang tertangani; 23) Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di 

kabupaten; 24) Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan dan 25) Persentase 

pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. RPPLH 

adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan 

dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPLH disusun oleh pemerintah di tingkat nasional, 

pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Di Kabupaten Banggai Kepulauan selama tahun 

2014-2017 belum disusun oleh pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Secara rinci capaian indikator 

dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 2.16 
Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2017-2023 
No Indikator Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
(TW II) 

1 Tersusunnya RPPLH 
Kabupaten Banggai 
Kepulauan 

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 

2 Hasil Pengukuran Indeks 
Kualitas Air 

49 50,00 54,44 48,57 48,7 48,7 48,7 

3 Hasil Pengukuran Indeks 
Kualitas Udara 

103,2 104,12 103,55 93,309 93.4 103,68 103,68 

4 Persentase Cakupan Areal 
Pelayanan Sampah 

3,21 3,21 % 3,21 % 5,38% 5,38% 5,38% 5,38% 

5 Persentase luas RTH (taman 
dan makam) terhadap luas 
wilayah 

- - - - - - - 
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No Indikator Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
(TW II) 

6 Luas lahan kritis (ha) - - - - - - - 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk 

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam 

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Di Kabupaten Banggai 

Kepulauan pada tahun 2017 telah terselenggaranya KLHS untuk Kebijakan Rencana dan Program 

Daerah. 

Tabel 2.17 
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah 

Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2017-2023 
Uraian Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 

Terselenggaranya KLHS 
untuk K/R/P tingkat daerah Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan, Tahun 2023 
*)data triwulan II 

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banggai Kepulauan hingga saat ini 

sudah mempunyai basis data kependudukan yang terintegrasi di 12 (Dua belas) Kecamatan secara online. 

Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk pada tahun 2021 sudah mencapai hampir 100 persen dengan 

persentase cakupan sebesar 99,45 persen. Cakupan penerbitan akte kelahiran masih sangat rendah 

dengan nilai persentase sebesar 39,60 persen. Angka cakupan penerbitan akte kelahiran ini bahkan 

mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 dimana pada tahun tersebut angka cakupan 

penerbitan akte kelahiran mencapai 48,20 persen. Adapun rasio pasangan berakte nikah di Kabupaten 

Banggai Kepulauan yaitu sebesar 0,33 atau kurang lebih 33 persen dari pasangan yang menikah memiliki 

akte nikah. Tentunya capaian ini masih cukup rendah dan harus ditingkatkan demi pencatatan dan 

peningkatan data base kependudukan yang lebih baik kedepannya. 

Tabel 2.18 
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2017-2023 
No Indikator Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 

1 Rasio Penduduk Ber KTP Per 77.288:86.364 78.180:86.182 78.694:88.308 80.221:88.444 0,995 0,997 0,997 
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No Indikator Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 

Satuan Penduduk 

2 Rasio Bayi Berakte Kelahiran 6.267:16.761 17.193:43.293 1.345:2.041 952:1975 0,32 0,57 0,57 

3 Rasio Pasangan Berakte Nikah 702:36.776 807:42.292 16.922:58.406 10.906:21.538 0,33 0,35 0,35 

4 Cakupan Penerbitan Kartu 
Tanda Penduduk (KTP) 

77,288 
(86,43%) 

78,180 
(96,43) 

89,11% 90,70% 99,54% Sudah Sudah 

5 Cakupan Penerbitan Akte 
Kelahiran 

6.267 
(37,39%) 

17,193 
(33,03%) 

47,34% 48,20% 39,60% 99,54 100 

6 Cakupan  pasangan berakte 
nikah 

- - 28,97% 50,63%  39,6 57,47 

7 Ketersediaan database 
kependudukan 

1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 
Dokumen 

- 

8 persentase Kepemilikan KK bagi 
setiap keluarga di Kabupaten 
Banggai Kepulauan 

- - 80,28% 77,03% 90% 90%  

9 Kepemilikan KIA (Kartu 
Identitas Anak) 

- - 106 230 - - - 

Sumber :  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 
*)data triwulan II 
 

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki tujuan untuk meningkatkan peran sarana 

dan prasarana yang ada, meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga miskin, meningkatkan sumber 

daya manusia dan memberdayakan masyarakat secara aktif untuk bergotong royong. Adapun capaian 

kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa selama tahun 2017-2020 sebagai berikut: 

Tabel 2.19 
Capaian Indikator Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2017-2023 

No Indikator 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 

1 Cakupan Sarana 
Prasarana 
Perkantoran 
Pemerintah Desa 
yang Memadai 

50 70 90 100 89 96 96 

2 Persentase PKK 
Aktif 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3 Swadaya 
Masyarakat terhadap 
Program 
Pemberdayaan 
Masyarakat (Rp) 

2.374.671.100,- 3.654.084.600,- 4.832.607.700.- 
(19%) 

1.591.473.157 
(31,82%) 

 7,000,000,000 7,000,000,000 

4 Persentase aparatur 
desa/ 
kelurahan telah 
dilatih manajemen 
pengelolaan 
desa/kelurahan 

0 0 0 - - - - 
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No Indikator 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 

5 Persentase 
desa/kelurahan 
memiliki profil 
desa/kelurahan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 6  Jumlah BUMDes 141 141 141 141 141 141 141 

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 
*)data triwulan II 

Berdasarkan tabel capaian indikator diatas, sebagian besar telah memenuhi target yang 

diharapkan. Persentase PKK aktif telah tercapai dengan baik, karena semua desa memiliki dana untuk 

kegiatan PKK setiap tahun sekalipun jumlahnya terbatas. Swadaya Masyarakat terhadap Pemberdayaan 

juga berjalan sekalipun hasilnya belum sesuai harapan dikarenakan peran lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dalam Pembangunan masih kurang, hal ini disebabkan oleh tingkat ketergantungan 

masyarakat yang tinggi terhadap bantuan dari pemerintah sehingga menghambat kemajuan 

pembangunan. Hal ini berarti bahwa kemandirian masyarakat desa belum terwujud masih perlu 

pendampingan dari pemerintah kepada masyarakat setempat. Pendampingan yang dimaksud adalah 

pendampingan yang tidak hanya sekedar bantuan saja dan masyarakat hanya menerima, namun lebih 

pada bantuan yang disesuaikan dengan potensi, keadaan dan permasalahan yang ada di desa dan sifatnya 

menumpuhkan partisispasi masyarakat untuk secara aktif berperan dalam pembangunan desanya. 

Rendahnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pedesaan mulai dari kegiatan 

perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri juga masih dirasakan. Yang 

dimaksud disini adalah peran serta masyarakat setempat untuk mengetahui potensi lokal dan segala 

kebutuhan serta permasalahan yang terjadi di desa hanya warga desa sendirilah yang paling tahu sehingga 

dalam merencanakan pembangunan akan lebih tepat sasaran. Pengawasan pembangunan juga sangat 

perlu dilaksanakan sebagai penyeimbang dan monitoring agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah 

direncanakan. 

Tabel 2.20 
Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

 Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2017-2023
 

Uraian 
 

Satuan 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 

PKK Aktif Desa/Kel 144 144 144 144 144 144 144 

Persentase perangkat desa/kelurahan yang 
menerapkan buku administrasi 
pemerintahan desa 

% 86,80 95,13 98 100 100 100 100 

Persentase Kepala Desa dan perangkat 
desa yang memiliki kompentensi 

% 67,37 78,75 86,80 89,64 90.76 90.76  

Persentase desa yang melaporkan Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 

% 65,50 79,86 100 100 80 87 78 
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laporan Alokasi Dana Desa secara tepat 
waktu 
Persentase desa yang memiliki profil desa 
yang Up to date dan akurat 

% 86,60 95,13 70 70,92%    

Persentase kecamatan yang memiliki 
POSYANTEKDES 

% 0 0 0 0 0 0 0 

Jumlah kelompok usaha aktif dengan 
anggota berbeda di setiap desa 

Kelompo
k 

0 0 0 0 0 0 0 

Persentase desa yang memiliki usaha 
simpan pinjam kelompok perempuan yang 
produktif 

% 42,55 56,02 56,02 56,02 - - - 

Jumlah dana bergulir yang masuk ke setiap 
desa 

Rp 0 0 0 0 - - - 

Jumlah stimulan dan swadaya masyarkat 
dalam membangun infrastruktur pedesaan 

Rp 0 0 0 0 - - - 

Persentase desa yang terpelihara sarana 
dan prasarana desanya 

% 86,8 95,02 97,87 100 98 85  

Jumlah Desa Mandiri Energi Desa 2 2 2 2 2 2 2 

    Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan, 2023 
*)data triwulan II 

Berdasarkan data capaian urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai 

Kepulauan Tahun 2020 jumlah PKK aktif yaitu 141 Desa dan 3 kelurahan. Capaian persentase desa yang 

memiliki usaha simpan pinjam kelompok perempuan produktif, dari Tahun 2018-2020 mempunyai 

persentase yang sama, hal ini dikarenakan kelompok simpan pinjam tersebut masih ada dan aktif, tetapi 

tidak lagi menjadi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga data yang ada tidak up to date lagi 

sesuai kondisi masa kini, karena hal itu sudah menjadi urusan kecamatan. 

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Tujuan Program Keluarga Berencana secara demografi adalah untuk menurunkan angka 

kelahiran dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak 

dalam keluarga yang dianjurkan oleh pemerintah adalah 2 (dua) anak lebih baik. Untuk mendukung 

keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) dalam rangka menekan angka kelahiran maka pada 

setiap unit kerja yaitu Departemen Kesehatan, ABRI, maupun swasta dibentuk klinik KB.  

Untuk cakupan wilayah pedesaan juga di bentuk Pos Pelayanan KB yang hingga saat ini 

berjumlah 144 buah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2015, 

pasangan usia subur berjumlah 21.286 orang. Alat/cara kontrasepsi yang paling diminati pasangan usia 

subur aktif adalah pil yang mencapai 7.392 akseptor, diikuti yang menggunakan suntikan yang mencapai 

3.482 akseptor, pengguna jenis Implan 2.331 Aksptor, pengguna jenis UID 380 akseptor, pengguna jenis 

kondom 132 akseptor, yang menggunakan jenis MOW 8 akseptor sedangkan yang terendah adalah yang 

menggunakan alat kontrasepsi berupa MOP. Adapapun capaian indikator urusan Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana sebagai berikut: 
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Tabel 2.21 
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2017-2023 
 

No 
 

Indikator 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 

1 Laju Pertumbuhan Penduduk - 
 

58,60% 55% 50%    

2 Persentase Penggunaan Alat 
Kontrasepsi Jangka Panjang 
(MKJP) 

- 10% 30% 32,46%  94,00% 94,00% 

3 Persentase Tingkat 
Keberlangsungan Pemakaian 
Kontrasepsi 

- 50% 75% 80%  76,00% 76,00% 

4 Cakupan ketersediaandan 
distribusi alat dan obat 
kontrasepsi untuk memenuhi 
permintaan masyarakat  

- 100% 100% 110%    

5 Total Fertilitas Rate (TFR) - 1,73 3,25 1,07    

6 Cakupan Anggota Bina 
Keluarga Balita (BKB) ber-KB 

- 100% 100% 100%    

7 Cakupan Anggota Bina 
Keluarga Remaja (BKB) ber-KB 

- 86,4% 83,36% 83,46%    

8 Cakupan Anggota Bina 
Keluarga Lansia (BKB) ber-KB 

- 40% 75,55% 83,62%    

9 Cakupan Anggota Bina 
Keluarga Lansia (BKB) ber-KB 

- - - -    

 Sumber : DP3P2KB Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 
*)data triwulan II 

Dalam pencapaian indikator kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana belum bisa mencapai target dikarenakan masih kurangnya SDM yang memadai dalam 

upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan juga masih terbatasnya dukungan 

anggaran dalam pencapaian program dan kegiatan, Adapun solusinya adalah melaksanakan 

sosialisasi dan pelatihan guna meningkatkan keterampilan petugas di lapangan dan juga dukungan 

anggaran terhadap pelaksanaan program kegiatan dalam pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana. 

9. Perhubungan 

Sektor transportasi di Kabupaten Banggai Kepulauan hanya berupa transportasi darat dan 

transportasi laut sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan 

pembangunan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai kondisi wilayah 

Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai daerah kepulauan, urusan transportasi laut perlu mendapat 

perhatian guna melancarkan keinginan masyarakat dngan waktu yang efisien. 
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Tabel 2.22 
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan 

Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2017-2023 

No Indikator 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 

1 Jumlah Arus Penumpang 
Angkutan Umum 

 231.843  157.000 164.522 166.022 166.022 

2 Jumlah Pelabuhan 
Laut/Udara/Terminal Bis 

 12 12 13 13 13 13 

3 Persentase Layanan 
Angkutan Darat 

 4,05 4,09 - 8,76 8,81 8,81 

4 Rasio Panjang Jalan Per 
Jumlah Kendaraan 

 996,5/140
58 

1077,49/1
5377 

1193,2/71
5,50 

 1193,2/15.4
37 

1193,2/15.
437 

5 Persentase Layanan 
angkutan Darat 

 4,05 4,09 -  8,81 8,81 

6 Jumlah Orang/Barang 
yang Terangkut angkutan 
Umum 

 95.278 - -  66.801 66.801 

7 Jumlah Orang/Barang 
Melalui 
Dermaga/Bandara/Termi
nal Per Tahun 

 136.565  121.520  129.894 129.894 

Sumber : Dishub Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 
*)data triwulan II 

Selain transportasi laut, sarana transportasi darat juga memiliki potensi dalam memajukan 

langkah ekonomi daerah. Melalui Dinas Perhubungan, pemerintah terus mencari strategi mengenai 

angkutan darat agar lebih berpotensi dalam menghasilkan pendapatan daerah. Penjelasan transportasi 

darat dan transportasi laut dapat diuraikan sebagai berikut: 

A. Transportasi Darat 

Kabupaten Banggai Kepulauan termasuk kabupaten yang perkembangan wilayahnya dalam 

sektor transportasi termasuk lambat dan bersifat lokal dimana transportasi darat yang ada masih 

bertumpu pada transportasi konfensional yaitu berupa angkutan antar kecamatan.  

B. Transportasi Laut 

Pengembangan transportasi laut terus dilakukan melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama 

dengan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai Kepulauan yang secara administratif 

menjalankan operasionalnya. Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki 2 (dua) pelabuhan laut yang 

terletak di wilayah ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan dan diwilayah Kecamatan Totikum Selatan. 

Pelabuhan Salakan menghubungkan Pulau Peling (Kabupaten Banggai Kepulauan) dengan Pulau 

Sulawesi yaitu Kabupaten Banggai yang di khususkan untuk melayani pengangkutan barang dan 

kebutuhan masyarakat, kendaraan serta alat berat. Pelabuhan Boniton merupakan rute layanan angkutan 

penyeberangan antar kabupaten, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai Kepulauan (Pelabuhan 
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Boniton) dan Kabupaten Banggai (Luwuk). Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Banggai Kepulauan 

juga memiliki 43 dermaga/tambatan perahu serta 1 tambatan Speed Boat yang berfungsi juga sebagai 

sarana transportasi laut dalam membantu perekonomian di bidang jasa transportasi.  

10. Komunikasi dan Informatika 

Salah satu sarana komunikasi yang masih digunakan masyarakat Kabupaten Banggai 

Kepulauan adalah POS. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Banggai Kepulauan 

baru terdapat 1 kantor pos pembantu dan 1 unit layanan TELKOM.  

 
Tabel 2.23 

Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2017-2023 

No Indikator Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 

1 Cakupan Layanan 
Telekomunikasi 

0,39 0,72 0,74 0,74 0,76 76 76 

2 Jumlah jaringan komunikasi 3 3 3 3 3 3 3 

3 Jumlah PD telah memiliki 
website 

15 20 34 35 35 35 35 

4 Website milik pemerintah 
daerah 

1 1 1 1 1 1 - 

5 Jumlah surat kabar 
nasional/lokal 

5 5 5 5 6 6 6 

    Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 
*)data triwulan II 

Berdasarkan data diatas, sarana komunikasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten 

Banggai Kepulauan adalah layanan jaringan Telkomsel yang meliputi hampir seluruh wilayah Kabupaten 

Banggai Kepulauan. Layanan Telkomsel BAKTI yang merupakan hasil kerja sama antara Telkomsel dan 

Badan Aksesibilitas dan Informasi (BAKTI) juga telah dinikmati oleh sebagian wilayah perdesaan yang 

selama ini tidak terjangkau oleh pelayanan jaringan Telkomsel. Telkomsel BAKTI ini telah juga telah 

menggunakan jaringan broadband 4G LTE sehingga dapat memberikan akses internet yang cukup baik 

bagi masyarakat.  

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Koperasi dan UKM memiliki peran yang cukup signifikan dalam ekonomi kerakyatan yang ada 

di Kabupaten Banggai Kepulauan. Capaian indikator urusan Koperasi, UKM yaitu: 

Tabel 2.24 
Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2017-2023-2023 
No Indikator Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023* 

1 Persentase Koperasi Aktif  75 95 100 100 100 
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